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 Abstrak: Artikel ini mengkaji pertentangan 

konseptual antara negara hukum (rechtstaat) dan 

negara kekuasaan (machtstaat) melalui perspektif 

filsafat hukum, dengan fokus pada penerapan asas 

equality before the law dalam kasus yang melibatkan 

Roy Suryo dan dr. Tifa. Kasus ini berangkat dari 

dugaan pencemaran nama baik terkait isu ijazah 

Presiden Republik Indonesia, yang menempatkan 

kedua figur publik tersebut dalam proses hukum yang 

intens dan menjadi sorotan publik . Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

analisis normatif-filosofis untuk menelaah sejauh 

mana prinsip persamaan di hadapan hukum benar-

benar diimplementasikan tanpa diskriminasi. Hasil 

kajian menunjukkan bahwa secara normatif, sistem 

hukum Indonesia telah mengadopsi prinsip equality 

before the law sebagai bagian dari negara hukum. 

Namun, dalam praktiknya, dinamika kekuasaan, opini 

publik, dan konstruksi sosial terhadap figur tertentu 

berpotensi memengaruhi persepsi dan implementasi 

keadilan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini 

menegaskan pentingnya menjaga independensi 

penegakan hukum agar tidak terdistorsi oleh 

kepentingan kekuasaan, sehingga prinsip negara 

hukum dapat berjalan secara substansial, bukan 

sekadar formalitas. 

Keywords: Negara Hukum, 

Negara Kekuasaan, Filsafat 

Hukum, Equality Before The 

Law, Penegakan Hukum, Roy 

Suryo, Dr. Tifa 

 

PENDAHULUAN 

Konsep negara hukum (rechtstaat) merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan 

kehidupan bernegara modern yang menjunjung tinggi supremasi hukum, perlindungan hak asasi 
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manusia, serta pembatasan kekuasaan. Dalam kerangka negara hukum, hukum ditempatkan 

sebagai instrumen tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat dan negara, 

sehingga tidak ada individu atau kelompok yang berada di atas hukum. Salah satu prinsip 

fundamental yang melekat dalam konsep negara hukum adalah asas equality before the law, yaitu 

persamaan setiap warga negara di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Prinsip ini tidak hanya 

bersifat normatif, tetapi juga menjadi indikator utama dalam menilai kualitas penegakan hukum di 

suatu negara. 

Sebaliknya, konsep negara kekuasaan (machtstaat) menempatkan kekuasaan sebagai faktor 

dominan dalam menentukan arah dan praktik penegakan hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum 

seringkali dipengaruhi, bahkan dikendalikan, oleh kepentingan politik dan kekuatan tertentu, 

sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang tidak setara di hadapan 

hukum. Dalam konteks ini, hukum tidak lagi menjadi alat keadilan, melainkan instrumen legitimasi 

kekuasaan. 

Indonesia secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa seluruh 

praktik penyelenggaraan negara, termasuk penegakan hukum, harus berlandaskan pada prinsip-

prinsip negara hukum, termasuk asas equality before the law. Namun demikian, dalam praktiknya, 

implementasi prinsip tersebut seringkali menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat 

struktural, kultural, maupun politis. 

Fenomena ini dapat diamati dalam berbagai kasus hukum yang melibatkan tokoh publik, 

salah satunya adalah kasus yang melibatkan Roy Suryo dan dr. Tifa. Kasus ini menjadi sorotan 

luas masyarakat karena menyangkut isu sensitif serta melibatkan figur publik yang memiliki 

pengaruh di ruang publik. Proses hukum yang berjalan memunculkan berbagai persepsi di kalangan 

masyarakat terkait apakah asas persamaan di hadapan hukum benar-benar diterapkan secara adil, 

atau justru terdapat indikasi perlakuan yang berbeda akibat faktor kekuasaan, opini publik, maupun 

tekanan politik. 

Dari perspektif filsafat hukum, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif 

hukum positif, tetapi juga menyentuh dimensi nilai, moralitas, dan keadilan substantif. Filsafat 

hukum berupaya menjawab pertanyaan mendasar mengenai apa itu hukum yang adil, bagaimana 

hukum seharusnya ditegakkan, serta sejauh mana hukum mampu mewujudkan keadilan bagi 

seluruh warga negara tanpa pengecualian. Dalam konteks ini, asas equality before the law menjadi 

titik krusial untuk menguji apakah suatu negara benar-benar menjalankan prinsip negara hukum 

atau justru cenderung pada praktik negara kekuasaan. 

Lebih lanjut, perkembangan media sosial dan arus informasi yang sangat cepat juga turut 

memengaruhi dinamika penegakan hukum. Opini publik yang terbentuk melalui media digital 

dapat memberikan tekanan tersendiri terhadap aparat penegak hukum, sehingga berpotensi 

memengaruhi independensi dan objektivitas dalam proses hukum. Hal ini menambah kompleksitas 

dalam mewujudkan asas persamaan di hadapan hukum secara konsisten. 

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai 

bagaimana pertentangan antara konsep negara hukum dan negara kekuasaan tercermin dalam 

praktik penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam kasus Roy Suryo dan dr. Tifa. Kajian ini 

diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sejauh mana asas 

equality before the law benar-benar diimplementasikan, serta faktor-faktor apa saja yang 

memengaruhinya. 
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RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep negara hukum (rechtstaat) dan negara kekuasaan (machtstaat) dalam 

perspektif filsafat hukum? 

2. Bagaimana kedudukan dan makna asas equality before the law dalam sistem hukum 

Indonesia? 

3. Bagaimana implementasi asas equality before the law dalam kasus yang melibatkan Roy 

Suryo dan dr. Tifa? 

4. Apakah terdapat indikasi pengaruh kekuasaan dalam proses penegakan hukum pada kasus 

tersebut? 

5. Bagaimana relevansi kajian filsafat hukum dalam menilai keadilan dan objektivitas 

penegakan hukum di Indonesia? 

Dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis kritis 

terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia, serta memperkuat pemahaman mengenai 

pentingnya menjaga prinsip negara hukum agar tidak tereduksi oleh kepentingan kekuasaan 

 
 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif 

yang diperkaya dengan analisis filsafat hukum. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama kajian 

adalah menelaah konsep, prinsip, dan nilai-nilai yang terkandung dalam negara hukum (rechtstaat) 

dan negara kekuasaan (machtstaat), serta mengkaji penerapan asas equality before the law dalam 

praktik penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertumpu 

pada data empiris semata, tetapi juga menekankan analisis mendalam terhadap norma hukum, 

doktrin, serta pemikiran para ahli hukum dan filsafat hukum. 

Pendekatan normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan 

perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan lain yang berkaitan 

dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Selain itu, pendekatan konseptual (conceptual 

approach) juga digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar seperti keadilan, kesetaraan, dan 

supremasi hukum dalam perspektif filsafat hukum. Pendekatan kasus (case approach) diterapkan 

dengan menjadikan kasus yang melibatkan Roy Suryo dan dr. Tifa sebagai objek analisis untuk 

melihat implementasi nyata dari prinsip equality before the law. 

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta 

dan karakteristik objek yang diteliti, kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang 

komprehensif. Deskriptif dalam penelitian ini berarti memaparkan secara jelas konsep negara 

hukum dan negara kekuasaan, serta kronologi dan dinamika kasus yang menjadi objek kajian. 

Sementara itu, analitis berarti mengkaji secara kritis hubungan antara konsep-konsep tersebut 

dengan realitas praktik penegakan hukum yang terjadi. 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 

dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang 

memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti UUD 1945 dan peraturan terkait lainnya. Bahan 

hukum sekunder mencakup literatur ilmiah berupa buku, jurnal nasional dan internasional, hasil 

penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum 

tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi lain yang membantu 
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memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu 

dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik 

penelitian. Peneliti melakukan penelusuran literatur secara sistematis, baik melalui perpustakaan 

maupun database jurnal elektronik, untuk memperoleh data yang akurat dan terpercaya. Selain itu, 

peneliti juga mengumpulkan data terkait kasus yang dikaji melalui sumber-sumber media yang 

kredibel guna memperoleh gambaran utuh mengenai peristiwa yang terjadi. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan 

pendekatan interpretatif dan argumentatif. Analisis interpretatif dilakukan dengan menafsirkan 

norma-norma hukum dan konsep filsafat hukum yang berkaitan dengan asas equality before the 

law. Sementara itu, analisis argumentatif digunakan untuk menyusun argumentasi hukum yang 

logis dan sistematis dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Proses analisis dilakukan 

melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi 

data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data 

dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis. Selanjutnya, penarikan kesimpulan 

dilakukan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan secara menyeluruh. 

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas penelitian, peneliti menggunakan teknik 

triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai sumber data yang berbeda untuk 

memastikan konsistensi informasi. Selain itu, peneliti juga melakukan pengujian keabsahan data 

melalui ketekunan pengamatan dan kecermatan dalam menganalisis setiap sumber yang digunakan. 

Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan 

yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Penelitian ini juga menggunakan kerangka analisis filsafat hukum yang mencakup tiga 

dimensi utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi hukum. Dimensi ontologi digunakan 

untuk memahami hakikat hukum dan negara hukum itu sendiri. Dimensi epistemologi digunakan 

untuk mengkaji bagaimana pengetahuan tentang hukum diperoleh dan dikonstruksi. Sementara itu, 

dimensi aksiologi digunakan untuk menilai nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan yang terkandung 

dalam praktik penegakan hukum. Dengan menggunakan ketiga dimensi tersebut, penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif. 

Batasan penelitian ini difokuskan pada kajian terhadap penerapan asas equality before the 

law dalam konteks kasus yang melibatkan Roy Suryo dan dr. Tifa, tanpa membahas secara rinci 

aspek teknis hukum acara yang bersifat prosedural. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada 

analisis filosofis dan normatif terhadap praktik penegakan hukum, sehingga diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang filsafat 

hukum. 

Dengan metodologi yang telah dirancang tersebut, penelitian ini diharapkan mampu 

menghasilkan temuan yang valid, sistematis, dan memiliki kontribusi akademik yang signifikan. 

Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi para penegak 

hukum dan pembuat kebijakan dalam memperkuat penerapan prinsip negara hukum yang 

menjunjung tinggi asas persamaan di hadapan hukum secara adil dan konsisten 

 

Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan penelitian agar berjalan secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Dalam penelitian yang berjudul “Negara Hukum versus Negara Kekuasaan: Studi 

Filsafat Hukum terhadap Penegakan Asas Equality Before the Law dalam Kasus Roy Suryo dan 
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dr. Tifa”, desain penelitian disusun untuk mengkaji secara mendalam hubungan antara konsep 

negara hukum dan praktik penegakan hukum dalam realitas sosial melalui pendekatan filsafat 

hukum. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan paradigma interpretatif-

kritis. Paradigma interpretatif digunakan untuk memahami makna di balik norma hukum, konsep 

keadilan, serta prinsip equality before the law dalam konteks negara hukum. Sementara itu, 

pendekatan kritis digunakan untuk mengungkap adanya potensi ketimpangan, dominasi kekuasaan, 

atau bias dalam praktik penegakan hukum. Dengan memadukan kedua paradigma tersebut, 

penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan realitas, tetapi juga memberikan evaluasi kritis terhadap 

praktik hukum yang terjadi. 

Secara spesifik, desain penelitian ini mengadopsi model studi kasus (case study design), di 

mana kasus yang melibatkan Roy Suryo dan dr. Tifa dijadikan sebagai fokus utama kajian. Studi 

kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis secara mendalam dan 

komprehensif terhadap suatu fenomena hukum yang aktual dan kontekstual. Melalui pendekatan 

ini, peneliti dapat menggali berbagai dimensi yang memengaruhi penegakan hukum, seperti aspek 

normatif, sosial, politik, dan kultural. 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah praktik penegakan hukum yang berkaitan dengan 

asas equality before the law dalam kasus yang diteliti. Analisis dilakukan terhadap tindakan aparat 

penegak hukum, proses hukum yang berlangsung, serta respons masyarakat terhadap kasus tersebut. 

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada teks hukum, tetapi juga pada 

implementasi hukum dalam praktik nyata. 

Variabel dalam penelitian ini bersifat konseptual, bukan kuantitatif. Variabel utama yang 

dikaji meliputi: (1) konsep negara hukum (rechtstaat), (2) konsep negara kekuasaan (machtstaat), 

(3) asas equality before the law, dan (4) praktik penegakan hukum dalam kasus Roy Suryo dan dr. 

Tifa. Keempat variabel ini saling berkaitan dan dianalisis secara integratif untuk memahami 

hubungan antara teori dan praktik hukum. 

Desain penelitian ini juga mencakup tahapan-tahapan penelitian yang sistematis. Tahap 

pertama adalah identifikasi masalah, yaitu mengkaji fenomena ketimpangan dalam penegakan 

hukum yang menjadi latar belakang penelitian. Tahap kedua adalah kajian literatur, di mana 

peneliti menelaah berbagai teori dan konsep yang relevan, termasuk pemikiran para ahli filsafat 

hukum seperti Gustav Radbruch, Hans Kelsen, dan Lon L. Fuller. Tahap ketiga adalah 

pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelusuran kasus. Tahap keempat adalah 

analisis data menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif. Tahap terakhir adalah penarikan 

kesimpulan dan penyusunan rekomendasi. 

Dalam desain penelitian ini, kerangka berpikir disusun untuk menggambarkan hubungan 

antara konsep negara hukum dan negara kekuasaan dengan penerapan asas equality before the law. 

Negara hukum menuntut adanya supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan 

persamaan di hadapan hukum. Sebaliknya, negara kekuasaan cenderung menempatkan kekuasaan 

sebagai faktor dominan yang dapat memengaruhi penegakan hukum. Ketika asas equality before 

the law tidak diterapkan secara konsisten, maka hal tersebut dapat menjadi indikasi adanya 

pergeseran dari negara hukum menuju negara kekuasaan. Kerangka berpikir ini menjadi dasar 

dalam melakukan analisis terhadap kasus yang diteliti. 

Desain penelitian ini juga memperhatikan aspek validitas dan reliabilitas dalam penelitian 

kualitatif. Validitas dalam penelitian ini dicapai melalui konsistensi antara data yang digunakan 

dengan teori yang menjadi landasan analisis. Selain itu, peneliti juga melakukan triangulasi sumber 

untuk memastikan keakuratan informasi yang diperoleh. Reliabilitas dicapai melalui penggunaan 
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prosedur penelitian yang sistematis dan terdokumentasi dengan baik, sehingga memungkinkan 

penelitian ini untuk direplikasi oleh peneliti lain. 

Dalam pelaksanaannya, desain penelitian ini bersifat fleksibel namun tetap terarah. 

Fleksibilitas diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika data dan perkembangan kasus yang 

diteliti. Namun demikian, penelitian tetap berpegang pada kerangka metodologis yang telah 

ditetapkan agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian. 

Selain itu, desain penelitian ini juga mempertimbangkan etika penelitian, terutama dalam 

mengkaji kasus yang melibatkan individu tertentu. Peneliti berupaya menjaga objektivitas, 

menghindari bias, serta tidak memberikan penilaian yang bersifat subjektif tanpa dasar yang jelas. 

Analisis dilakukan berdasarkan data dan teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Dengan desain penelitian yang demikian, diharapkan penelitian ini mampu memberikan 

gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana konsep negara hukum dan negara kekuasaan 

berinteraksi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman mengenai pentingnya penerapan 

asas equality before the law sebagai pilar utama negara hukum, serta menjadi bahan refleksi bagi 

upaya perbaikan sistem hukum di masa yang akan datang. 

 

Pemilihan Sampel 

Dalam penelitian hukum kualitatif yang berfokus pada kajian normatif dan filsafat hukum, 

istilah “sampel” tidak selalu dimaknai sebagai responden dalam pengertian kuantitatif, melainkan 

lebih tepat dipahami sebagai pemilihan sumber data atau unit analisis yang relevan dengan fokus 

penelitian. Oleh karena itu, prosedur pemilihan sampel dalam penelitian ini diarahkan pada 

penentuan sumber-sumber informasi yang mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai 

penerapan asas equality before the law dalam konteks negara hukum dan negara kekuasaan, 

khususnya dalam kasus yang melibatkan Roy Suryo dan dr. Tifa. 

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel 

berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena 

tidak semua sumber data memiliki relevansi dengan fokus kajian, sehingga diperlukan seleksi yang 

cermat untuk memperoleh data yang valid, mendalam, dan sesuai dengan kebutuhan analisis. 

Dalam hal ini, peneliti menetapkan kriteria tertentu dalam memilih sampel agar data yang diperoleh 

benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti. 

Adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek. Pertama, 

relevansi dengan topik penelitian, yaitu sumber data harus berkaitan langsung dengan konsep 

negara hukum, negara kekuasaan, asas equality before the law, serta kasus yang menjadi objek 

kajian. Kedua, kredibilitas sumber, yaitu sumber data berasal dari pihak yang memiliki kompetensi, 

otoritas, atau rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti peraturan perundang-

undangan, jurnal ilmiah, buku referensi, serta media massa yang terpercaya. Ketiga, aktualitas data, 

yaitu sumber yang digunakan merupakan data terbaru yang mencerminkan kondisi dan dinamika 

terkini. Keempat, keberagaman perspektif, yaitu sumber data mencakup berbagai sudut pandang 

untuk menghindari bias dalam analisis. 

Dalam konteks penelitian ini, sampel atau sumber data yang dipilih terdiri dari beberapa 

kategori. Pertama, bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 

dalam menganalisis prinsip equality before the law, seperti Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan lain yang relevan. Kedua, bahan hukum sekunder, 

yaitu literatur ilmiah yang membahas teori negara hukum, filsafat hukum, dan prinsip keadilan, 

termasuk karya para ahli seperti Hans Kelsen, Gustav Radbruch, dan Lon L. Fuller. Ketiga, bahan 
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empiris terbatas berupa informasi kasus yang diperoleh dari media massa dan sumber publik yang 

kredibel, yang digunakan untuk memahami konteks dan dinamika kasus yang diteliti. 

Prosedur pemilihan sampel dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah 

identifikasi kebutuhan data berdasarkan rumusan masalah penelitian. Pada tahap ini, peneliti 

menentukan jenis data apa saja yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tahap 

kedua adalah penelusuran sumber data, yaitu mencari berbagai referensi yang relevan melalui 

perpustakaan, database jurnal elektronik, serta sumber informasi daring. Tahap ketiga adalah 

seleksi awal, di mana peneliti menyaring sumber data berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 

Tahap keempat adalah evaluasi kelayakan sumber, yaitu menilai kualitas dan kredibilitas sumber 

data yang akan digunakan. Tahap terakhir adalah penetapan sampel, yaitu menentukan sumber data 

yang akan dianalisis secara mendalam dalam penelitian. 

Selain purposive sampling, penelitian ini juga menggunakan teknik snowball sampling 

secara terbatas, yaitu teknik pengembangan sampel berdasarkan referensi dari sumber yang telah 

dipilih sebelumnya. Melalui teknik ini, peneliti dapat menemukan sumber-sumber tambahan yang 

relevan dan mungkin belum teridentifikasi pada tahap awal. Teknik ini sangat berguna dalam 

penelitian kualitatif, terutama untuk memperkaya perspektif dan memperdalam analisis. 

Dalam pelaksanaannya, peneliti juga melakukan pengendalian terhadap potensi bias dalam 

pemilihan sampel. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber yang berbeda, 

serta menghindari ketergantungan pada satu jenis sumber saja. Dengan demikian, data yang 

diperoleh dapat mencerminkan realitas secara lebih objektif dan komprehensif. 

Jumlah sampel dalam penelitian ini tidak ditentukan secara pasti sejak awal, melainkan 

mengikuti prinsip data saturation atau kejenuhan data. Artinya, pengumpulan data akan dihentikan 

apabila informasi yang diperoleh telah menunjukkan pola yang konsisten dan tidak lagi 

memberikan temuan baru yang signifikan. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik penelitian 

kualitatif yang lebih menekankan pada kedalaman data dibandingkan jumlah data. 

Dengan prosedur pemilihan sampel yang sistematis dan selektif, penelitian ini diharapkan 

mampu memperoleh data yang berkualitas tinggi dan relevan dengan tujuan penelitian. Hal ini 

penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan memiliki dasar yang kuat dan dapat 

memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami penerapan asas equality before the law 

dalam konteks negara hukum dan negara kekuasaan di Indonesia. 

Secara keseluruhan, prosedur pemilihan sampel dalam penelitian ini dirancang untuk 

menjamin keterwakilan konseptual, bukan keterwakilan statistik. Oleh karena itu, fokus utama 

tidak terletak pada jumlah sampel, melainkan pada kualitas dan kedalaman informasi yang 

diperoleh. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang 

komprehensif dan mendalam mengenai fenomena yang dikaji. 

 

Pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian untuk memperoleh 

informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian 

ini, teknik pengumpulan data disesuaikan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian hukum 

normatif yang berorientasi pada kajian filsafat hukum. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan 

lebih menitikberatkan pada bahan-bahan pustaka serta informasi kontekstual yang mendukung 

analisis terhadap penerapan asas equality before the law dalam perspektif negara hukum dan negara 

kekuasaan. 

Teknik utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library 

research). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, dan 
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mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer 

berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan regulasi lain yang berkaitan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Bahan 

hukum sekunder meliputi buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta karya para ahli 

hukum dan filsafat hukum yang membahas konsep negara hukum, negara kekuasaan, dan keadilan. 

Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi lain yang 

membantu memperjelas istilah dan konsep yang digunakan. 

Dalam pelaksanaan studi kepustakaan, peneliti melakukan penelusuran data secara 

sistematis melalui berbagai media, baik perpustakaan fisik maupun digital. Database jurnal 

elektronik seperti Google Scholar, portal jurnal nasional, serta sumber akademik lainnya 

dimanfaatkan untuk memperoleh referensi yang mutakhir dan berkualitas. Peneliti juga melakukan 

seleksi terhadap literatur yang digunakan dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan 

kontribusinya terhadap penelitian. 

Selain studi kepustakaan, penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi. Teknik 

dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan kasus 

yang menjadi objek kajian, seperti berita dari media massa yang kredibel, pernyataan resmi, serta 

dokumen publik lainnya. Dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual 

mengenai kronologi dan dinamika kasus yang melibatkan Roy Suryo dan dr. Tifa, sehingga analisis 

yang dilakukan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga kontekstual. 

Teknik pengumpulan data lainnya adalah penelusuran data sekunder berbasis media 

(media-based data collection). Dalam era digital, media massa dan platform informasi daring 

menjadi sumber penting dalam memahami perkembangan suatu kasus hukum. Peneliti 

memanfaatkan sumber-sumber media yang terpercaya untuk memperoleh informasi terkini, 

sekaligus melakukan verifikasi silang (cross-checking) guna memastikan keakuratan data. 

Langkah ini penting untuk menghindari penyebaran informasi yang tidak valid atau bias. 

Dalam proses pengumpulan data, peneliti juga menerapkan teknik pencatatan dan 

pengorganisasian data secara sistematis. Setiap data yang diperoleh dicatat, diklasifikasikan, dan 

disusun berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan kebutuhan analisis. Misalnya, data yang 

berkaitan dengan konsep negara hukum dikelompokkan secara tersendiri, demikian pula data yang 

berkaitan dengan praktik penegakan hukum dalam kasus yang diteliti. Pengorganisasian data ini 

bertujuan untuk memudahkan proses analisis serta menjaga konsistensi dalam penarikan 

kesimpulan. 

Untuk menjamin kualitas data, peneliti melakukan evaluasi terhadap setiap sumber yang 

digunakan. Evaluasi ini meliputi penilaian terhadap keakuratan informasi, reputasi penulis atau 

penerbit, serta kesesuaian dengan konteks penelitian. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik 

triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda untuk 

memastikan konsistensi dan validitas data. Dengan demikian, data yang digunakan dalam 

penelitian ini memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. 

Proses pengumpulan data dilakukan secara berkelanjutan hingga mencapai titik kejenuhan 

(data saturation), yaitu kondisi di mana data yang diperoleh telah cukup untuk menjawab rumusan 

masalah dan tidak lagi memberikan informasi baru yang signifikan. Prinsip ini sesuai dengan 

karakteristik penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada kedalaman dan kualitas data 

dibandingkan jumlah data. 

Selain itu, dalam pengumpulan data, peneliti juga memperhatikan aspek etika penelitian. 

Peneliti berupaya menggunakan sumber data secara bertanggung jawab dengan mencantumkan 
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referensi secara tepat, menghindari plagiarisme, serta tidak memanipulasi informasi. Hal ini 

penting untuk menjaga integritas ilmiah dan kredibilitas penelitian. 

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang beragam dan sistematis, penelitian 

ini diharapkan mampu memperoleh data yang komprehensif dan mendalam. Data yang terkumpul 

kemudian akan dianalisis untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai penerapan asas 

equality before the law dalam konteks negara hukum dan negara kekuasaan. Dengan demikian, 

hasil penelitian diharapkan tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga memberikan 

kontribusi praktis dalam pengembangan sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan. 

 

 

Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian yang bertujuan untuk 

mengolah, menafsirkan, dan menarik makna dari data yang telah dikumpulkan sehingga mampu 

menjawab rumusan masalah secara sistematis dan ilmiah. Dalam penelitian ini, teknik analisis data 

yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan normatif, interpretatif, dan 

argumentatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian filsafat hukum yang 

tidak hanya menelaah teks hukum, tetapi juga menggali makna, nilai, serta prinsip keadilan yang 

terkandung di dalamnya, khususnya terkait asas equality before the law dalam konteks negara 

hukum dan negara kekuasaan. 

Analisis kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengorganisasikan data yang 

diperoleh dari berbagai sumber, kemudian mengelompokkannya ke dalam kategori-kategori 

tertentu sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan 

dan dokumentasi selanjutnya dianalisis secara mendalam untuk menemukan pola, hubungan, serta 

makna yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses ini tidak bersifat mekanis, melainkan 

membutuhkan ketelitian, kecermatan, serta kemampuan berpikir kritis dari peneliti. 

Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang 

menjadi dasar hukum dalam penerapan asas equality before the law. Dalam hal ini, peneliti 

menelaah berbagai norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 serta peraturan lain yang relevan. Analisis normatif dilakukan dengan cara 

mengidentifikasi, memahami, dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian 

mengaitkannya dengan prinsip-prinsip negara hukum. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh 

mana norma hukum tersebut memberikan jaminan terhadap persamaan di hadapan hukum. 

Selanjutnya, pendekatan interpretatif digunakan untuk menafsirkan makna dari konsep-

konsep hukum dan filsafat hukum yang menjadi landasan penelitian. Penafsiran dilakukan terhadap 

berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli, seperti konsep keadilan menurut Gustav Radbruch, 

teori hukum murni dari Hans Kelsen, serta prinsip moralitas hukum menurut Lon L. Fuller. Melalui 

pendekatan ini, peneliti berupaya memahami bagaimana konsep keadilan dan persamaan di 

hadapan hukum seharusnya diterapkan dalam praktik. Interpretasi juga dilakukan terhadap data 

kasus untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dalam realitas. 

Pendekatan argumentatif digunakan untuk menyusun analisis yang logis, sistematis, dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, peneliti membangun argumen berdasarkan data dan 

teori yang telah dianalisis, kemudian mengaitkannya dengan rumusan masalah penelitian. 

Argumentasi disusun secara runtut untuk menunjukkan adanya hubungan antara konsep negara 

hukum dan praktik penegakan hukum, serta untuk mengidentifikasi apakah terdapat 

kecenderungan menuju negara kekuasaan dalam kasus yang dikaji. Pendekatan ini memungkinkan 

peneliti untuk memberikan penilaian kritis terhadap fenomena yang diteliti. 
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Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap 

pertama adalah reduksi data, yaitu proses pemilahan dan penyederhanaan data yang relevan dengan 

fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengeliminasi data yang tidak berkaitan dengan topik 

penelitian dan mempertahankan data yang memiliki nilai analitis. Tahap kedua adalah penyajian 

data (data display), yaitu menyusun data dalam bentuk uraian naratif yang sistematis sehingga 

mudah dipahami. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema-

tema tertentu, seperti konsep negara hukum, negara kekuasaan, asas equality before the law, serta 

analisis kasus. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu merumuskan 

temuan penelitian berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan serta melakukan pengecekan 

ulang untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data. 

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis komparatif untuk 

membandingkan antara konsep ideal yang terdapat dalam teori negara hukum dengan praktik 

penegakan hukum yang terjadi dalam kasus yang diteliti. Melalui perbandingan ini, peneliti dapat 

mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan realitas, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. 

Analisis komparatif ini menjadi penting untuk memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai 

kondisi penegakan hukum di Indonesia. 

Dalam rangka memperkuat hasil analisis, peneliti juga menerapkan teknik triangulasi data. 

Triangulasi dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber data yang berbeda, baik dari 

peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, maupun sumber media. Dengan cara ini, peneliti 

dapat memastikan bahwa data yang digunakan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang 

tinggi. Triangulasi juga membantu mengurangi potensi bias dalam analisis. 

Lebih lanjut, analisis data dalam penelitian ini juga menggunakan kerangka filsafat hukum 

yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dimensi ontologi 

digunakan untuk memahami hakikat hukum dan negara hukum sebagai suatu sistem yang mengatur 

kehidupan masyarakat. Dimensi epistemologi digunakan untuk mengkaji bagaimana pengetahuan 

tentang hukum diperoleh dan bagaimana kebenaran hukum ditentukan. Sementara itu, dimensi 

aksiologi digunakan untuk menilai nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang 

terkandung dalam praktik penegakan hukum. Ketiga dimensi ini saling melengkapi dan 

memberikan kedalaman dalam analisis. 

Dalam pelaksanaan analisis data, peneliti juga menjaga prinsip objektivitas dan 

independensi. Peneliti berupaya untuk tidak terpengaruh oleh opini pribadi atau tekanan eksternal, 

serta selalu berpegang pada data dan teori yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, peneliti 

juga terbuka terhadap berbagai perspektif yang berbeda guna memperoleh pemahaman yang lebih 

komprehensif. 

Dengan teknik analisis data yang sistematis dan komprehensif ini, penelitian diharapkan 

mampu menghasilkan temuan yang valid dan mendalam. Analisis yang dilakukan tidak hanya 

memberikan deskripsi mengenai fenomena yang diteliti, tetapi juga memberikan pemahaman kritis 

mengenai hubungan antara konsep negara hukum dan praktik penegakan hukum. Dengan demikian, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, 

khususnya dalam bidang filsafat hukum, serta menjadi bahan refleksi dalam upaya mewujudkan 

penegakan hukum yang adil dan berkeadilan di Indonesia. 

 
 

 

Diskusi 

Pembahasan dalam penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara mendalam hubungan 

antara konsep negara hukum (rechtstaat) dan negara kekuasaan (machtstaat) dalam perspektif 

filsafat hukum, serta bagaimana asas equality before the law diimplementasikan dalam praktik 
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penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam kasus yang melibatkan Roy Suryo dan dr. Tifa. 

Analisis ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kritis terhadap realitas sosial dan dinamika 

kekuasaan yang memengaruhi hukum. 

Secara konseptual, negara hukum menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam 

kehidupan bernegara. Dalam kerangka ini, setiap tindakan pemerintah maupun warga negara harus 

tunduk pada hukum yang berlaku. Prinsip ini mengandung makna bahwa hukum bersifat mengikat 

secara universal tanpa membedakan status sosial, jabatan, maupun kekuasaan seseorang. Asas 

equality before the law menjadi manifestasi konkret dari prinsip tersebut, yang menegaskan bahwa 

setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. 

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi prinsip negara hukum seringkali 

menghadapi tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah adanya pengaruh 

kekuasaan yang dapat memengaruhi proses penegakan hukum. Dalam konteks ini, negara dapat 

bergeser dari konsep rechtstaat menuju machtstaat, di mana hukum tidak lagi berdiri independen, 

melainkan dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan. Pergeseran ini tidak selalu terlihat secara 

eksplisit, tetapi dapat teridentifikasi melalui adanya ketimpangan dalam perlakuan hukum terhadap 

individu atau kelompok tertentu. 

Kasus yang melibatkan Roy Suryo dan dr. Tifa menjadi salah satu contoh yang menarik 

untuk dikaji dalam konteks ini. Kasus tersebut berkembang di ruang publik dengan intensitas 

perhatian yang tinggi, sehingga tidak hanya menjadi persoalan hukum semata, tetapi juga fenomena 

sosial dan politik. Dalam situasi seperti ini, penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari pengaruh 

opini publik, media massa, serta dinamika kekuasaan yang ada. 

Dari perspektif filsafat hukum, kondisi ini dapat dianalisis melalui berbagai pendekatan. 

Gustav Radbruch, misalnya, menekankan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai utama, yaitu 

keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam kasus yang dikaji, muncul pertanyaan apakah ketiga 

nilai tersebut telah terpenuhi secara seimbang. Jika hukum hanya menekankan kepastian tanpa 

memperhatikan keadilan, maka akan muncul ketimpangan. Sebaliknya, jika hukum terlalu 

dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, maka prinsip keadilan dapat terabaikan. 

Selain itu, Hans Kelsen melalui teori hukum murninya menekankan pentingnya pemisahan 

antara hukum dan faktor non-hukum, seperti politik dan moral. Namun dalam realitasnya, 

pemisahan ini sulit dilakukan secara absolut. Kasus Roy Suryo dan dr. Tifa menunjukkan bahwa 

hukum tidak sepenuhnya steril dari pengaruh eksternal. Hal ini menjadi tantangan besar dalam 

mewujudkan penegakan hukum yang objektif dan independen. 

Lon L. Fuller juga memberikan kontribusi penting melalui konsep moralitas internal hukum. 

Ia menyatakan bahwa hukum harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu agar dapat dianggap sebagai 

hukum yang baik, seperti konsistensi, kejelasan, dan penerapan yang adil. Dalam konteks ini, asas 

equality before the law menjadi bagian dari moralitas hukum yang harus dijaga. Ketika terdapat 

indikasi perlakuan yang berbeda terhadap individu dalam kasus hukum yang serupa, maka hal 

tersebut dapat menjadi tanda adanya pelanggaran terhadap prinsip moralitas hukum. 

Dalam analisis terhadap kasus yang dikaji, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. 

Pertama, bagaimana proses hukum dijalankan terhadap kedua pihak. Apakah terdapat perbedaan 

perlakuan dalam tahap penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan. Kedua, bagaimana respons 

aparat penegak hukum terhadap tekanan publik dan media. Ketiga, bagaimana konstruksi sosial 

terhadap figur yang terlibat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan. 

Fenomena “trial by public opinion” menjadi salah satu faktor yang tidak dapat diabaikan. 

Dalam era digital, opini publik dapat terbentuk dengan sangat cepat dan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap proses hukum. Hal ini dapat menjadi tekanan tersendiri bagi aparat penegak 
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hukum, yang pada akhirnya dapat memengaruhi independensi mereka. Dalam kondisi seperti ini, 

asas equality before the law berpotensi terdistorsi oleh faktor-faktor eksternal. 

Lebih lanjut, analisis ini juga menunjukkan bahwa kesetaraan di hadapan hukum tidak 

hanya bergantung pada norma hukum yang tertulis, tetapi juga pada integritas aparat penegak 

hukum dan sistem hukum secara keseluruhan. Meskipun secara normatif Indonesia telah 

mengadopsi prinsip negara hukum, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. 

Faktor-faktor seperti budaya hukum, struktur kekuasaan, serta tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap hukum turut memengaruhi efektivitas penerapan asas tersebut. 

Dalam konteks ini, penting untuk menegaskan bahwa negara hukum bukan hanya sekadar 

konsep formal, tetapi harus diwujudkan secara substantif. Artinya, hukum harus benar-benar 

menjadi alat untuk mewujudkan keadilan, bukan sekadar instrumen kekuasaan. Untuk mencapai 

hal tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen negara, termasuk aparat penegak 

hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat. 

Selain itu, reformasi hukum juga menjadi langkah penting dalam memperkuat prinsip 

equality before the law. Reformasi ini tidak hanya mencakup perubahan regulasi, tetapi juga 

perbaikan dalam sistem penegakan hukum, peningkatan profesionalisme aparat, serta penguatan 

pengawasan terhadap lembaga penegak hukum. Dengan demikian, potensi penyalahgunaan 

kekuasaan dalam penegakan hukum dapat diminimalkan. 

Dari sudut pandang filsafat hukum, kasus ini juga menunjukkan bahwa hukum tidak dapat 

dipisahkan dari nilai-nilai moral dan keadilan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus selalu 

mempertimbangkan aspek etika dan kemanusiaan. Hukum yang adil adalah hukum yang mampu 

memberikan perlakuan yang setara kepada setiap individu, tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor 

eksternal yang tidak relevan. 

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa terdapat ketegangan antara 

konsep ideal negara hukum dan realitas praktik penegakan hukum. Asas equality before the law 

yang seharusnya menjadi pilar utama negara hukum, dalam praktiknya masih menghadapi berbagai 

tantangan. Kasus Roy Suryo dan dr. Tifa menjadi refleksi penting mengenai bagaimana hukum 

dijalankan dalam konteks sosial dan politik yang kompleks. 

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa upaya untuk mewujudkan negara 

hukum yang sejati harus dilakukan secara berkelanjutan. Diperlukan sinergi antara norma hukum 

yang baik, aparat penegak hukum yang berintegritas, serta masyarakat yang memiliki kesadaran 

hukum yang tinggi. Hanya dengan cara ini, asas equality before the law dapat benar-benar 

diwujudkan, dan hukum dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan yang sesungguhnya. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan 

bahwa konsep negara hukum (rechtstaat) dan negara kekuasaan (machtstaat) memiliki perbedaan 

yang sangat mendasar dalam memandang kedudukan hukum dalam kehidupan bernegara. Negara 

hukum menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan 

masyarakat dan pemerintahan, sedangkan negara kekuasaan cenderung menjadikan hukum sebagai 

instrumen yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan. Dalam kerangka negara hukum, 

asas equality before the law menjadi prinsip fundamental yang menegaskan bahwa setiap warga 

negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. 

Secara normatif, Indonesia telah menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana 

tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara konstitusional, prinsip persamaan di hadapan hukum telah dijamin dan 
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menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional. Selain itu, berbagai peraturan perundang-

undangan juga telah mengakomodasi prinsip tersebut sebagai bagian dari perlindungan hak asasi 

manusia dan keadilan sosial. Dengan demikian, secara teoritis dan normatif, tidak terdapat ruang 

bagi perlakuan diskriminatif dalam penegakan hukum di Indonesia. 

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa dalam praktiknya, implementasi asas 

equality before the law masih menghadapi berbagai tantangan. Kasus yang melibatkan Roy Suryo 

dan dr. Tifa menjadi salah satu refleksi penting dalam melihat bagaimana prinsip tersebut 

diterapkan dalam realitas. Dinamika yang terjadi dalam kasus tersebut memperlihatkan bahwa 

penegakan hukum tidak selalu berjalan dalam ruang yang netral, melainkan dipengaruhi oleh 

berbagai faktor eksternal, seperti opini publik, media massa, serta potensi tekanan kekuasaan. Hal 

ini menunjukkan adanya kemungkinan ketegangan antara prinsip ideal negara hukum dengan 

praktik penegakan hukum di lapangan. 

Dari perspektif filsafat hukum, temuan ini mengindikasikan bahwa hukum tidak dapat 

dilepaskan dari nilai-nilai keadilan, moralitas, dan kemanusiaan. Pemikiran Gustav Radbruch 

menegaskan pentingnya keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam hukum. 

Sementara itu, Hans Kelsen menekankan pentingnya menjaga kemurnian hukum dari pengaruh 

non-hukum, meskipun dalam praktiknya hal tersebut sulit diwujudkan secara absolut. Lon L. Fuller 

juga mengingatkan bahwa hukum harus memenuhi prinsip-prinsip moralitas internal agar dapat 

berfungsi secara adil. Dalam konteks ini, asas equality before the law menjadi indikator penting 

dalam menilai apakah hukum telah dijalankan sesuai dengan nilai-nilai tersebut. 

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa kesetaraan di hadapan hukum tidak hanya 

bergantung pada keberadaan norma hukum yang tertulis, tetapi juga sangat ditentukan oleh 

integritas aparat penegak hukum, kualitas sistem peradilan, serta budaya hukum masyarakat. 

Ketika aparat penegak hukum mampu bertindak secara profesional, independen, dan tidak 

memihak, maka prinsip equality before the law dapat diwujudkan secara nyata. Sebaliknya, apabila 

terdapat intervensi kekuasaan atau bias dalam penegakan hukum, maka prinsip tersebut akan 

mengalami distorsi. 

Dalam konteks ini, fenomena berkembangnya opini publik melalui media sosial juga 

menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Opini publik dapat berfungsi sebagai kontrol sosial 

terhadap penegakan hukum, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan tekanan yang 

memengaruhi objektivitas aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan 

antara transparansi hukum dan independensi penegakan hukum agar tidak terjadi penyimpangan 

dari prinsip keadilan. 

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun Indonesia secara formal 

telah memenuhi kriteria sebagai negara hukum, namun secara substantif masih diperlukan upaya 

yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa prinsip equality before the law benar-benar 

diterapkan secara konsisten. Hal ini mencakup penguatan institusi hukum, peningkatan 

profesionalisme aparat penegak hukum, serta pembenahan sistem pengawasan yang efektif 

terhadap praktik penegakan hukum. 

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa perwujudan negara hukum yang sejati tidak 

hanya bergantung pada norma hukum yang tertulis, tetapi juga pada komitmen bersama untuk 

menegakkan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa 

upaya menjaga supremasi hukum harus dilakukan secara berkesinambungan, dengan menjadikan 

asas equality before the law sebagai landasan utama dalam setiap proses penegakan hukum. 

Sebagai penutup, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan nilai-nilai keadilan 

dalam praktik hukum melalui reformasi hukum yang berorientasi pada substansi, bukan sekadar 
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formalitas. Selain itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar mampu berperan 

aktif dalam mengawasi jalannya penegakan hukum. Dengan demikian, diharapkan hukum dapat 

benar-benar menjadi instrumen keadilan yang menjamin kesetaraan bagi seluruh warga negara, 

serta mampu menghindarkan praktik-praktik yang mencerminkan negara kekuasaan. 
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